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KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MAJALENGKA 

 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN MAJALENGKA 

 

NOMOR 32 TAHUN 2025 

 

TENTANG 

  

PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN  

PERSEDIAAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN UMUM 2024 

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA 

 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,  

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan 

Umum Republik Indonesia Nomor 770/RT.01.8-

SD/05/2025 Perihal Persetujuan Penjualan Barang 

Persediaan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 

5 Maret 2025, maka untuk itu perlu dilaksanakan 

pemindahtanganan persediaan logistik Pasca Pemilihan 

Umum Tahun 2024; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu 

menetapkan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan 

Tim Pemindahtanganan Persediaan Logistik Pasca 

Pemilihan Umum 2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Majalengka; 

 

Mengingat 
: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 
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Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6863); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6523), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6523); 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 

tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung 

Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna 

Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 20); 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan 

Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757); 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan 

Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik 

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 1292); 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 

tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817); 
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7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99); 

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1353 Tahun 

2023 tentang Petunjuk Telnis Pengelolaan Persediaan 

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan 

Wakil Walikota Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 

 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM 

PEMINDAHTANGANAN PERSEDIAAN LOGISTIK PASCA 

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA. 

KESATU 

 
 
 
 
 

: Menetapkan Pembentukan Tim Pemindahtanganan 

Persediaan Logistik Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024 Di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Tim Pemindahtanganan Persediaan Logistik Pasca Pemilihan 

Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU bertugas: 

a. melakukan penelitian terhadap Persediaan pasca Pemilu 

dan Pemilihan yang akan dijual, meliputi penelitian data 
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secara administratif, kondisi fisik, dan aspek yuridis; 

b. melakukan Penilaian/penaksiran untuk Persediaan pasca 

Pemilu dan Pemilihan;  

c. menyusun laporan Penilaian yang dilampiri dengan berita 

acara survei lapangan;  

d. menyiapkan kelengkapan dokumen pendukung usulan 

Penjualan; 

e. membantu pelaksanaan Penjualan secara lelang melalui 

instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung 

jawabnya meliputi pelayanan lelang; dan  

f. menyusun laporan pelaksanaan penjualan Persediaan 

pasca Pemilu dan Pemilihan yang merupakan satu 

kesatuan dengan laporan Penghapusan Persediaan pasca 

Pemilu dan Pemilihan.  

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya 

Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten 

Majalengka Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA – 

076.01.2.657150/2025 Tanggal 2 Desember 2024. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Majalengka  

pada tanggal 7 Maret 2025 

 

SEKRETARIS, 

 

   ttd. 

 

MOHAMAD HASAN SUKUR 
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 LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN  KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

MAJALENGKA 
 

Nomor : 32 TAHUN 2025 

 Tanggal : 7 Maret 2025 

 
 

Tentang : PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN 
PERSEDIAAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN 
UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN 
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 
MAJALENGKA 
 
 

TIM PEMINDAHTANGANAN  

PERSEDIAAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA 

 

NO NAMA JABATAN 
JABATAN DALAM 

TIM 

1 
Mohamad Hasan Sukur, 
S.Sos. 

Sekretaris KPU 
Penanggungjawab 

2 Efar Januar Udnur, S.IP. 
Kepala Sub Bagian 
Keuangan, Umum dan 

Logistik 

Ketua 

3 Lani Lidiawaty, A.Md. 
Analis Pengelolaan 
Keuangan 

Sekretaris 

4 Aep Saepudin 
Analis Perencanaan, 
Evaluasi dan Pelaporan 

Anggota  

5 Tria Agustina Verifikator Keuangan Anggota 

 

 

SEKRETARIS, 

 

   ttd. 

 

MOHAMAD HASAN SUKUR 


